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  هبحصو  هـلا  ىلعو , نيلسرملاو  ءايــبنلأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  نيـملاعلا بر لله دمحلا
دـعب اما .نيعمجا 
Segala puji kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta 
salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah 
membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan 
doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang 
dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.  
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 
untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan 
ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur 
Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul 
“Transaksi Prostitusi Online dalam Tinjauan Undang-Undang No. 11 Tahun 
2008 dan Hukum Islam” Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan 
dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun 
materil. Karena itu, kemudian penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan 
teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya 
kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan Ayahanda Suaib dan Ibunda 
Nurhaedah. Ucapan yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda yang sampai 
saat ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan 
mendidik serta memberikan materi yang tak henti- hentinya. Dan kepada Ibunda 





biasa dari beliau. Serta Kakanda Novia Nurmala Dewi, S.E yang membiayai kuliah 
sampai sekarang, menjadi tulang punggung keluarga dan selalu memberikan motifasi. 
Adinda Tri Dian Al Mutahharah yang selalu memberikan semangat. Seluruh 
keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materil 
serta do’a restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai. 
Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :  
1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya. 
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsudin, M.Ag., selaku dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Serta para wakil dekan beserta seluruh stafnya. 
3. Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. selaku ketua dan Bapak Dr. Achmad 
Musyahid, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan 
Hukum serta stafnya atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang 
diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu 
Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak 
memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam 
perampungan penulisan skripsi ini.  
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang 
berguna.  
6. Seluruh Teman-teman mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan 
Hukum Angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang 
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8. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik di Fakultas Syariah dan 
Hukum terkhusus jursan Pebandingan Mazhab dan Hukum yang tidak 
sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan. Dan 
kepada kalian diucapkan banyak terima kasih. 
Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa 
ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena 
sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan 
penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 





ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda  ( ̓ ). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 









Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل وه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 




Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di atas 
ي Kasrah dan yā ī i dan garis di atas 










ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحلا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 









انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘duwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
 
Contoh: 
يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 







Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 






الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مههللا ةمحر يف  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 








Nama : Agus Putri Al Mukarramah 
NIM : 10400112032 
Judul : TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE DALAM TINJAUAN UNDANG-
UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM 
Pokok permasalahan penelitian adalah, Bagaimana Tinjauan Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam tentang prostitusi online, Dalam Pokok 
masalah tersebut selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) 
Bagaimana hakikat, proses dan dampak transaksi prostitusi online ?, 2) Bagaimana 
hukum prostitusi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan hukum Islam ?. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
yuridis dan pendekatan syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder, selanjutnya pengumpulan data yang digunakan bersumber dari 
buku yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan peraturan Perundang-
Undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prostitusi online adalah transaksi atau 
penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang 
atau imbalan. Proses terjadinya prostitusi merupakan praktek prostitusi yang biasa 
dilakukan di pinggiran jalan ataupun ditempat prostitusi bahkan dapat dilakukan 
melaui media sosial. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh prostitusi yaitu 
menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit menular seksual (PMS). Penyakit yang 
paling banyak menular adalah HIV/AIDS, syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah), 
merusak sendi kehidupan keluarga, merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan 
agama. Yang paling utama menggoyahkan norma perkawinan, Adanya 
pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. 2) Hukum prostitusi menurut Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 khususnya pada pasal 27 ayat (1) setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan. Dan barangsiapa yang melanggar pasal 27 ayat 
(1) maka akan dikenaka pasal 45 ayat (1) berupa hukuman penjara 6 tahun dan/atau 
denda 1 miliar. 
Padahal, Allah swt. menerangkan dalam QS An-Nuur ayat 2 bahwa hukuman 
yang patut dikenakan bagi pelaku zina, bagi pelaku muhsan akan dikenakan sanksi 
berupa hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak 
orang) dan pelaku ghairu muhsan dikenakan sanksi hukuman dera atau hukuman 







A. Latar Belakang 
Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan dan harus 
tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.1 Masyarakat dapat 
berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan 
penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan 
UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2 Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian 
hukum bagi pengguna dan penyelenggara serta penyelenggara teknologi informasi. 
Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat 
pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang 
sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum 
baru. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui 
infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi 
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan 
nilai-nilai agama, sosial dan budaya, masyarakat Indonesia.3 
 
 
                                                          
1Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1. 
2Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 41. 
3Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 2. 
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Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah 
perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia 
menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara 
signifikan berlangsung demikian cepat. Globalisasi informasi telah menempatkan 
indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan 
dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di 
tingkat nasional. Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi, serta 
meningkatnya kualitas teknologi kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak 
perubahan. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media 
elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, pengaruh tersebut 
dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. 
Salah satu pengaruh positif dari media elektronik dapat digunakan sebagai 
lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan kemudahan memperoleh 
informasi. Dan pengaruh negatif  dari media elektronik yaitu bentuk nyata dari 
adanya pergeseran nilai-nilai yang tengah berlangsung di masyarakat adalah 
berkembangnya pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya, 
secara pesat. Nilai-nilai luhur yang selama ini mewarnai kehidupan masyarakat, 
diputar balikkan. 
Ajaran-ajaran Islam yang telah berhasil mengantarkan kesejahteraan, 
kedamaian dan kebahagiaan orang-orang serta masyarakat dan bangsa, diterjang dan 
dihancurkan. Keadaan seperti itu makin bertambah parah dengan adanya 





Oleh karena itu pemerintah memandang Undang-undang tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini 
indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan 
teknologi informasi secara luas dan efisien. 
Sehingga pemerintah pada tanggal 21 April 2008 menetapkan berlakunya 
Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, 
antara lain untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan 
transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya 
kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa 
dengan memanfaatkan teknologi informasi. 
Pembentukan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Tahun 2008 merupakan wujud pembaharuan hukum sebagai 
pengaruh dari tujuh aspek pembaharuan hukum, yaitu aspek ilmu pengetahuan dan 
teknologi, yang sebagaimana diketahui delapan aspek pembaharuan hukum yaitu 
aspek globalisasi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek ilmu 
pengetahuan dan teknologi, aspek supremasi hukum, dan aspek perspektif hukum 
Islam. 
  Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam 
upaya mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 
teknologi informasi dan transaksi elektronik, agar tidak terjadi kekosongan hukum 
jika terjadi tindakan perbuatan melawan hukum. 
Terkait dengan perbuatan melawan hukum Undang-undang No. 11 Tahun 





Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan.4 
Dengan dibentuknya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 adalah semakin 
maraknya prostitusi melalui jaringan internet, bahkan anak-anak remaja semakin 
banyak yang terjerat dalam kasus prostitusi melalui situs internet. Oleh karena itu, 
barang siapa yang memenuhi pasal 27 ayat 1 maka akan dijatuhi hukuman sesuai 
dengan pasal 45 ayat 1 dengan pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp 1 miliar. 
Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang 
lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.5 Prostitusi melalui 
situs internet (prostitusi online) merupakan transaksi atau penjualan jasa seksual 
melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang. Prostitusi juga 
merupakan gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-
perbuatan seksual sebagai mata pencarian.6 
  Allah Swt berfirman didalam QS An-Nuur/24: 2. 
                              
                        
         
Terjemahnya:  
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
                                                          
4Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 117. 
5Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 
159. 
6Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 214. 
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kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.7 
 Ayat tersebut menerangkan bahwa hukuman yang patut dikenakan bagi 
pelaku zina, yang dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan secara bertele-tele atau 
menaruh rasa belas kasihan kepada pelakunya. Sebab, sikap seperti itu akan 
menghambat pelaksanaan hukum Allah. Selain itu, hukuman hendaknya dilakukan 
dihadapan masyarakat agar dijadikan contoh bagi mereka dan bagi terhukum akan 
merasakan sakit yang sangat luar biasa.8 
Terkait dengan ayat diatas dalam QS Al-Isra/17: 32. Juga menjelaskan tentang 
larangan perzinahan. Secara tegas, Allah telah memberi predikat terhadap perbuatan 
zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji dan terkutuk. Bukan hanya itu, 
bahkan Allah melarang melakukan perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Selain 
itu, Allah juga menyamakan kedudukan perbuatan zina dengan dosa-dosa besar 
lainnya dan mengancam para pelakunya dengan siksaan keras di hari kiamat kelak.9 
Oleh karena itu, menurut Prof. Dr. Med. S.J. Warrow prostitusi atau pelacuran 
merupakan suatu bahaya yang amat besar terhadap masyarakat. Lebih tegas lagi ialah 
bahaya itu terletak dibagian lapangan medis atau kesehatan jasmani dan rohani, di 
lapangan sosial, di lapangan volksbiologie atau kehidupan rakyat, dan di lapangan 
moral etis. Kesehatan jasmani biasanya terganggu karena penyakit veneris, penyakit 
kelamin, yang seorang prostituee menjangkitkan pada lelaki yang memakai tubuhnya. 
Wanita pelacur dan lelaki yang menjadi tamunya, menjadi sumber kejangkitan untuk 
orang lain.10 
                                                          
7Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), h. 543. 
8Abu Ahmadi, Dosa dalam Islam (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 74. 
9Abu Ahmadi, Dosa dalam Islam, h. 70. 
10Z. Kasijan, Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al quran (Cet.I; Surabaya: 
PT Bina Ilmu, 1982), h. 56. 
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Pelacuran melalui via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi. Tak sedikit 
yang menjajakan dirinya dengan mendompleng situs pertemanan tanpa ada yang 
mengkoordinir, yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Pengelola bisnis 
prostitusi ini memanfaatkan domain gratis sebagai wadah memasarkan produknya. 
Berikut adalah salah satu contoh kasus prostitusi melalui dunia internet yang baru-
baru ini diungkap pihak kepolisian: 
Bisnis prostitusi dunia maya yang dikelola mucikari, dibongkar aparat Satuan 
Unit Cyber Crime Dirkrimsus Polda Metro Jaya Desember 2015. Salah satu wanita 
yang ditawarkan dalam situs tersebut adalah seorang artis cantik dan seksi dengan 
inisial NM, yang tertangkap basah disalah satu kamar hotel yang sedang melayani 
kliennya. Kasus ini terungkap dengan tertangkapnya mucikari yang kini tengah 
berada di dalam sel tahanan yang berinisial RA. Polisi menjebak artis tersebut dengan 
berpura-pura menjadi kliennya, artis tersebut meminta tarif sekitar Rp. 80 juta untuk 
per tiga jam hingga tarif yang paling tinggi Rp. 200 juta. Harga itu diluar biaya hotel 
yang ditanggung sendiri oleh pengguna, dari tarif tersebut pelacur mendapat 80 
persen dari pembayaran dan 20 persen untuk mucikari.11 
Oleh karena itu masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang 
selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Apalagi, 
menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai 
pihak, terdapat kecenderungan dan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan 
tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Contoh dari masalah kejahatan 
adalah aktivitas pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat. Hampir di setiap 
media, baik media cetak maupun media elektronik memberikan gambaran yang nyata 
                                                          
11“Rappler”, 3 Kasus Prostitusi Online Besar Sebelum NM Ditangkap. 




tentang kehidupan masyarakat khususnya tentang pelacuran atau prostitusi dengan 
segala permasalahan. Terlebih saat ini semakin maraknya pelacuran melalui situs 
internet. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka persoalan pokok yang menjadi kajian 
utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana hukum prostitusi online menurut 
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam. Pembahasan selanjutnya akan 
dirumuskan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana hakikat, proses dan dampak transaksi prostitusi online ? 
2. Bagaimana hukum  prostitusi online menurut Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan Hukum Islam ? 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun judul penelitian ini adalah Transaksi Prostitusi Online dalam 
Tinjauan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam. Agar tidak terjadi 
salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dijelaskan beberapa variabel 
sebagai berikut. 
Adapun yang dimaksud dengan prostitusi adalah peristiwa penjualan diri 
dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak 
orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.12 Online 
ialah istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu 
terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang 
digunakan lewat internet. Prostitusi online adalah peristiwa atau praktik penjualan diri 
melalui situs internet, kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan 
imbalan pembayaran. 
                                                          
12Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, h. 216. 
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Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang 
sesuatu.13 Teknologi informasi merupakan cara untuk mengumpulkan, menyiapkan, 
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. 
Sedangkan informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, peta, dan yang lainnya yang telah diolah 
dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.14 
Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam ialah peraturan-
peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-
Qur’an. Sedangkan menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam 
adalah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu 
yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum 
Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan 
masyarakat secara umum.15 
Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 
2008 yang menganalisis tentang hukum prostitusi online dan hukum Islam. 
Dengan demikian dari defenisi operasional variabel dan ruang lingkup 
penelitian diatas maka yang dimaksud dengan transaksi prostitusi online dalam 
tinjauan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan hukum Islam adalah transaksi 
penjualan jasa seksual melalui media sosial/internet ataupun menggunakan komputer, 
jaringan komputer bahkan media elektronik lainnya untuk mendapatkan uang. Serta 
                                                          
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 535. 
14Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 12. 
15Supardin, Materi Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 23. 
9 
 
barang siapa yang melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan berdasarkan 
Undang-undang ini dan Hukum Islam maka akan diberikan hukuman seberat-
beratnya. 
D. Kajian Pustaka 
Setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa 
dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini belum 
pernah diteliti sebelumnya. 
1. Bagong Suyanto dalam bukunya Masalah Sosial Anak, buku ini menjelaskan 
bahwa pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual sesaat, yang 
kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur 
utama dalam praktik pelacuran yaitu pembayaran, promiskuitas, dan 
ketidakacuhan emosional. Meskipun kemiskinan merupakan sumber utama yang 
mendorong anak wanita melacurkan diri, tetapi secara objektif penyebab anak lari 
dari rumah hingga terlibat didunia pelacuran sesungguhnya bukan sekedar faktor 
kemiskinan yang membelenggu, tetapi juga faktor lain seperti kurangnya 
perhatian orang tua, beberapa kepercayaan tradisional, kehidupan urban yang 
konsumtif, serta berbagai bentuk eksploitasi anak.16 
2. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial Jilid 1, menjelaskan bahwa 
pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya 
untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.17 Prostitusi dibagi 
menjadi dua bagian yaitu prostitusi yang terdaftar dan prostitusi yang tidak 
terdaftar. Akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran dapat menimbulkan dan 
                                                          
16Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, h. 159-160. 
17Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 216. 
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menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, seperti penyakit syphilis dan 
kencing nanah.18 
3. Soemarno Partodihardjo dalam bukunya Tanya Jawab Sekitar Undang-undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku ini 
menjelaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi pedang bermata 
dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan 
kemajuan peradaban manusia, serta menjadi sarana efektif untuk melakukan 
perbuatan hukum. Istilah hukum siber, hukum teknologi informasi, dan hukum 
maya yang lahir karena kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi 
yang berbasis virtual. Buku  ini dilengkapi dengan tanya jawab sekitar undang-
undang no. 11 tahun 2008, serta dilengkapi dengan rangkaian pointers sekitar UU 
ITE.19 
Dengan demikian berdasarkan kajian pustaka diatas, tidak ditemukan 
persamaan judul antara transaksi prostitusi online dalam tinjauan Undang-undang No. 
11 Tahun 2008 dan Hukum Islam dengan referensi-referensi yang telah diangkat 
diatas, juga tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan masalah yang 
diangkat dalam penelitian ini. 
E. Metodologi penelitian 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, 
maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan 
dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut: 
 
                                                          
18Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 249-251. 
19Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 




1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. 
Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku 
perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian 
yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam 
literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif 
adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau 
menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.20 
Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah 
yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahan-
bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan 
mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan 
dengan cara baru dan untuk keperluan baru. 
Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 
transaksi prostitusi online dalam tinjauan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan 
hukum Islam dengan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti 
buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya. 
2. Metode pendekatan  
Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang transaksi 
prostitusi online dalam tinjauan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan hukum 




                                                          
20Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2007), h. 40. 
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a. Pendekatan yuridis 
Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan beberapa 
data yang memuat tinjauan hukum, terutama dalam Undang-undang No. 11 
Tahun 2008. 
b. Pendekatan syari’i 
 Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (syari’i), yakni menjelaskan hukum 
yang berhubungan dengan Hukum Islam serta pendekatan yang dilakukan dengan 
jalan mempelajari dan menelaah ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
3. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke 
dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan 
bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang 
diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik 
yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder. 
a. Sumber primer 
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti. 
Misalnya buku Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 
b. Sumber sekunder 
Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 
melalui orang lain ataupun dokumen atau data yang dikumpulkan oleh orang 
lain.21 Misalnya buku masalah sosial anak, buku pornografi dan pornoaksi 
                                                          
21Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 93. 
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ditinjau dari hukum Islam, buku patologi sosial, internet (website), dan buku yang 
terkait dengan prostitusi. 
4. Metode pengumpulan data 
Dalam metode pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu: 
a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah. Misalnya, dalam Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara 
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru. Misalnya, Prostitusi melalui 
situs internet (prostitusi online) merupakan transaksi atau penjualan jasa seksual 
melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang. 
5. Metode pengolahan data dan analisis 
Metode pengolahan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu: 
a. Metode komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan beberapa data dan 
memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif serta kritis yang 
dijelaskan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai fakta-fakta tentang 
permasalahan yang dibahas. 
b. Metode induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat 
khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, untuk hukuman 
pelaku zina hendaknya dilakukan dihadapan masyarakat agar dijadikan contoh 
bagi mereka dan bagi terhukum akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. 
hukuman yang patut dikenakan bagi pelaku zina, yang dalam pelaksanaannya 
tidak diperbolehkan secara bertele-tele atau menaruh rasa belas kasihan kepada 
pelakunya. Sebab, sikap seperti itu akan menghambat pelaksanaan hukum Allah. 
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c. Metode deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat 
umum lalu menarik kesimpulan.22  
F. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk  mengetahui hakikat, proses dan dampak prostitusi online. 
b. Untuk mengetahui hukum prostitusi menurut Undang-undang Informasi 
Transaksi Elektronik dan Hukum Islam. 
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
a. Kegunaan Teoritis, ecara teoritis penulisan proposal ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya 
dan Hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk 
mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam 
dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum positif, mengenai prostitusi 
online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang peristiwa penjualan 
diri melalui situs internet, serta mekanisme terjadinya prostitusi online, 
sehingga masyarakat dapat mengantisipasi transaksi penjualan diri melalui 
situs internet. Serta dapat mengetahui dampak prostitusi online, khususnya 
bagi kesehatan sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyakit menular 
seksual. 
2) Dapat mengetahui hukum prostitusi online menurut Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam. 
 
                                                          






HAKIKAT, PROSES DAN DAMPAK PROSTITUSI ONLINE 
 
A. Pengertian Prostitusi Online 
Pelacuran atau prostitusi berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-
stauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, 
percabulan, dan pergendakan.1 Dalam kamus bahasa Inggris prostitut-e (prosticu:t) 
yang berarti pelacur, sedangkan prostitution adalah pelacuran. Dalam kamus bahasa 
Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah 
sebagai suatu transaksi perdagangan.2 Prostitute adalah pelacur, wanita tunasusila, 
orang yang menyalahgunakan sesuatu untuk kepentingan uang. Prostitute adalah 
melacurkan diri, menjual diri. Prostitution adalah pelacuran, penyalahgunaan 
kemampuan. Prostitutor adalah pelacur, orang yang menjual diri.3 
Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang 
lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. 
Menurut Purnomo dan Siregar prostitusi atau pelacuran adalah peristiwa 
penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran 
guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar 
pernikahan. 
                                                          
1Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 207. 
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1107.  
3Atabik Ali, Kamus Inggris Indonesia Arab Edisi Lengkap (Krapyak: Multikarya Grafika, 
2003), h. 1022.  
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Gognon memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis 
yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan, baik berupa barang atau uang, 
tergantung pada kompleksitas ekonomi lokal. Sementara itu, WA Bonger menyatakan 
bahwa prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana perempuan menjual diri 
melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.4 
Profesor W.A. Bonger dalam tulisannya Maatschappelijke Oorzaken der 
Prostitutie menulis defenisi bahwa prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana 
wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. 
Pada defenisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau 
mata pencarian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.5 
Sarjana P.J. de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi adalah 
penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.6 
Defenisi diatas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis dan penyerahan diri 
wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-
laki. 
Menurut Dr. Kartini Kartono mengemukakan defenisi pelacuran sebagai 
berikut: 
1. Pelacuran adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi 
impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk 
                                                          
4Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 
159-160. 
5Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 213-214.  
6Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 214.   
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pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas)7, 
disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. 
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan 
memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk 
memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. 
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan 
badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.8 
Prostitue adalah pelacur serta dikenal pula dengan istilah WTS atau Wanita 
TunaSusila. Tunasusila atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab karena 
keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki 
untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya.  
Tunasusila juga diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal 
menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah wanita 
yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan malapetaka atau celaka dan 
penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri 
sendiri.9 Wanita TunaSusila juga merupakan wanita yang pekerjaannya menjual diri 
kepada siapa saja atau banyak lelaki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual.10 
 
 
                                                          
7Promiskuitas/promiscuity adalah hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria 
mana pun juga serta dilakukan dengan banyak laki-laki. 
8Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 213-216. 
9Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 207. 
10Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, h. 160. 
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Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya tahun 1967 mengenai 
penanggulangan masalah pelacuran, menyatakan bahwa wanita tunasusila adalah 
wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin diluar perkawinan, 
baik dengan imbalan jasa maupun tidak. 
T.S.G. Mulia dengan teman-teman dalam Ensiklopedia Indonesia menjelaskan 
bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada 
persamaan predikat lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan 
perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini, perbuatan cabul tidak 
hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula 
peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.11  
G. May mendefenisikan prostitusi sebagai dukana/kecabulan, promiskuos 
yang disewakan. May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar 
menukar, yaitu menukarkan pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang 
berharga lainnya. Juga mengemukakan promiskuitas yaitu hubungan seks bebas dan 
ketidakacuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan 
cinta kasih atau afeksi. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau 
alasan-alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan 
pemuasan nafsu-nafsu seksual. Baik May maupun Ensiklopedia AMERICANA 
memberikan batasan “promis-cuity dan promiscuous unchastity” sebagai tingkah laku 
tunasusila yang profesional.12 
 
                                                          
11Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 215. 
12Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 215-216. 
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Dalam dunia pelacuran juga dikenal adanya eksploitasi seks komersial 
terhadap anak. Bentuk dari praktik eksploitasi seks komersial terhadap anak ialah 
semua praktik penyalahgunaan seks terhadap anak oleh orang dewasa dengan cara 
paksa, pemberian uang atau semacamnya kepada anak ataupun kepada pihak ketiga. 
Anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial. Pelacuran anak adalah 
pemberian pelayanan seks yang dilakukan baik oleh agen penjaja seks ataupun anak 
sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau ganjaran dari praktik seksual yang 
dilakukannya.13 
Jadi dapat disimpulkan bahwa prostitusi online adalah transaksi atau 
penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang. 
Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia 
itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena 
adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas 
kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba 
sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan 
huku dan tradisi. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan 





                                                          
13Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial 
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 
41. 
14Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 208. 
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B. Jenis-jenis Prostitusi Online 
1. Jenis Prostitusi Menurut Aktivitasnya  
a. Prostitusi yang terdaftar 
Pelakunya diawasi oleh bagian vice control dari kepolisian, yang dibantu dan 
bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya 
mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik 
harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan 
suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. 
b. Prostitusi yang tidak terdaftar 
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi 
secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. 
Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang 
tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. 
Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya 
sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan 
kesehatannya kepada dokter.15 
2. Prostitusi Menurut Jumlahnya 
 Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
a. Prostitue  yang beroperasi secara individual merupakan single operator. 
b. Prostitue yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.16  
 
 
                                                          
15Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 251-252.  
16Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 253.  
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3. Prostitusi Menurut Tempat Penggolongan atau Lokalisasinya 
 Menurut tempat penggolongan atau lokalisasinya, prostitusi dapat dibagi 
menjadi tiga bagian yaitu: 
a. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk 
lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah atau petak-petak 
daerah tertutup. 
b. Rumah-rumah panggilan (call houses). 
c. Dibalik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (apotik, salon 
kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan 
lain-lain). 
 Lokalisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu 
merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Diluar negeri, germo mendapat 
sebutan “madam” sedangkan di Indonesia mereka biasa dipanggil dengan sebutan 
“mama” atau “mami”. Ditempat tersebut disediakan segala perlengkapan, tempat 
tidur, kursi tamu, pakaian, dan alat berhias. Juga tersedia macam-macam gadis 
dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda.  
 Disiplin ditempat-tempat lokasi tersebut diterapkan dengan ketat misalnya 
tidak boleh mencuri uang langganan, dilarang merebut langganan orang lain, tidak 
boleh mengadakan janji diluar, dilarang memonopoli seorang langganan, dan 
sebagainya. Wanita-wanita pelacur harus membayar pajak rumah dan pajak obat-
obatan sekaligus uang keamanan agar mereka terlindung dan terjamin identitasnya.17 
 
 
                                                          
17Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 253-254.  
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4. Tujuan Lokalisasi 
 Tujuan dari lokalisasi sebagai berikut: 
a. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dari pengaruh 
immoril dari praktik pelacuran. Juga menghindarkan gangguan kaum pria hidung 
belang terhadap wanita baik-baik. 
b. Memudahkan pengawasan para wanita tunasusila, terutama mengenai kesehatan 
dan keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit 
kelamin. 
c. Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, yang pada 
umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah. 
d. Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitasi. 
Kadang kala diberikan pendidikan keterampilan dan latihan kerja, sebagai 
persiapan untuk kembali kedalam masyarakat biasa. Khususnya diberikan 
pelajaran agama guna memperkuat iman, agar bisa tabah dalam penderitaan. 
e. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tunasusila yang 
benar-benar bertanggung jawab dan mampu membawanya kejalan yang benar. 
Selanjutnya, ada dari mereka yang diikut sertakan dalam usaha transmigrasi, 
setelah mendapatkan suami, keterampilan dan kemampuan hidup secara wajar. 
Usaha ini bisa mendukung program pemerataan penduduk dan memperluas 
kesempatan kerja didaerah baru.18 
5. Tipe Pelacur  
Noeleen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur, menurut hubungannya 
dengan pihak pengelola bisnis pelacuran yaitu: sebagai berikut: 
                                                          
18Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 254-255. 
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a. Pelacur yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Mereka beroperasi dipinggir 
jalan atau masuk satu bar ke bar yang lain. 
b. Pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara 
hierarkis. Biasanya pelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang 
dibayarkan oleh kliennya. 
c. Pelacur yang dibawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. 
Contohnya klub panti pijat tempat lokalisasi, dan hotel-hotel.19 
C. Proses Terjadinya Prostitusi Online 
 Proses terjadinya prostitusi merupakan praktek prostitusi yang biasa dilakukan 
di pinggiran jalan ataupun ditempat prostitusi, yang dimana penikmat langsung 
datang ke tempat prostitusi. Praktek prostitusi yang seperti ini biasanya pria hidung 
belang langsung datang ke tempat prostitusi kemudian memilih wanita PSK (pekerja 
seks komersial) dan melakukan proses deal, setelah itu mereka bisa melakukan 
kencan dengan PSK tersebut. 
 Berbeda dengan praktek prostitusi yang dilakukan secara online. Seiring 
dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam dunia internet tidak hanya memberikan 
akses informasi. Namun, pintu kejahatan moral lainnya. Salah satunya adalah praktek 
prostitusi yang dilakukan secara online yang tengah marak sekarang ini. Prostitusi 
online adalah sesuatu yang digemari, karena aksesnya yang mudah dan dapat diorder 
tanpa harus berada di jalan. 
 Para pelaku prostitusi online khususnya PSK (pekerja seks komersial) 
maupun pria hidung belang lebih memilih cara online dari pada datang langsung ke 
pinggiran jalan ataupun ke tempat prositusi. Dengan adanya sistem online, semua 
                                                          
19Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, h. 160. 
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proses menjadi lebih mudah bahkan para pria hidung belang tinggal memilih wanita 
dan harga yang diinginkan. 
 Para wanita panggilan atau PSK sering sekali menggunakan media sosial 
seperti twitter dan facebook untuk mempromosikan dirinya kepada para lelaki hidung 
belang yang hendak mencari kepuasan. 
 Para PSK lebih memilih untuk menjual diri melalui online karena: 
a. Lebih mudah dan aman. 
b. Tidak berisiko oleh urusan hukum karena tidak berada di jalan. 
c. Lebih cepat dan langsung bertemu dengan pria hidung belang tanpa harus 
melalui perantara. 
d. PSK bisa menentukan harga terlebih dahulu sebelum ada kata deal. 
1. Mekanisme Terjadinya Prostitusi Online 
a. Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial. 
b. Pria hidung belang menemukan iklan PSK tersebut kemudian melakukan 
komunikasi melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp 
setelah ada kata deal ingin bertemu. 
c. Biasanya jika proses sebelum deal, pria hidung belang diharapkan memberi DP 
atau panjar terlebih dahulu untuk meyakinkan PSK. 
d. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para PSK sudah menentukan 
secara detail layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang. 
e. Setelah berkomunikasi melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan 
dimana tempat pelaksanaan. 
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f. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor 
handphone dan sebagainya untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu 
saat jika membutuhkan.20 
2. Media Internet Prostitusi Online 
 Beberapa macam media internet yang digunakan oleh para pelaku prostitusi 
untuk melakukan pekerjaannya antara lain: 
a. Website  
 Website adalah sebuah layanan website dalam internet. Dalam sebuah website 
menggunakan server web agar sebuah halaman web dapat ditampilkan di internet 
dengan menggunakan sebuah program browser seperti internet explorer.21 
Website biasanya digunakan untuk menampilkan data-data para pekerja seks 
komersial. Dalam melakukan transaksi prostitusi di website terdapat nomor 
telepon yang dapat dihubungi, baik itu nomor langsung PSK atau nomor mucikari 
yang bekerja sama dengan pengelola website yang akan menghubungi pekerja 
prostitusi. Contoh website penyedia pekerja prostitusi adalah 
www.cewebisyar.com22, website ini dikelola oleh seorang ahli IT lulusan 
UNIKOM. Dalam website tersebut menyediakan paket jasa yang dibagi menjadi 
tiga kategori yaitu paket platinum Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu), paket 
gold Rp 700.000 (tujuh ratus ribu), dan paket silver Rp 500.000 (lima ratus ribu).  
                                                          
20Islampos, Innalillahi, Begini Terjadinya Prostitusi Online!. http://www. Innalillahi, Begini 
Terjadinya Prostitusi Online! - Islampos.htm, sumber: hanyatauaja.blogspot.com (30 Maret 2016). 
21Samuel Prakoso, Jaringan Komputer Linux: Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, keamanan 
dan Penerapan (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 224. 
22Lima Laki-Laki, “Banyak PSK Daftar ke Penyedia Jasa Prostitusi Online”, Blog Lima-Laki-
Laki. http://Lima-Laki-Laki.blogspot.com Tugas-Etika-Profesi-Banyak-PSK-daftar-kepenyedia-jasa-
prostitusi-online.htm (14 April 2016). 
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b. Forum  
Forum adalah lembaga, badan, atau wadah.23 Forum merupakan sebuah 
perkembangan teknologi, yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi 
dengan banyak orang untuk ikut bergabung didalam forum ini terlebih dahulu 
harus dilakukan pendaftaran. Ada beberapa forum yang menyediakan khusus 
untuk bisnis seks contohnya BB17, Dunia sex, kampus.us, perawan.us, 
ranjang.com. Tidak semua forum khusus orang dewasa menawarkan jasa pekerja 
seks komersial untuk memuaskan hasrat para lelaki hidung belang. Ada yang 
sekedar melayani unduhan foto dan video porno. BB17 adalah salah satu contoh 
forum terbesar di jagad maya.  
Awalnya BB17 hanya bernaung dibawah forum terbesar di Indonesia yaitu 
kaskus, namun setelah terbitnya peraturan Undang-Undang ITE (Informasi dan 
Transaksi Elektronik) membuat pengembang kaskus melepaskan forum BB17, 
bahkan jumlah pengunjung semakin bertambah dari hari ke hari. 
Forum BB17 menyediakan berbagai fitur, mulai dari obrolan biasa, tempat 
mengunduh foto dan film porno, sampai dengan transaksi PSK. Forum ini 
menjadi sebuah lokalisasi online, dengan tawaran pekerja seks komersial untuk 
para pemuas hawa nafsu sesaat. Underground service milik BB17 menyediakan 
perempuan mulai dari SMA sampai paruh baya dan semuanya lengkap untuk 
dipilih. Pengunjung forum ini wajib mendaftar dengan akun yang berbeda dan 
samar agar mereka bebas menuju sub forum yang diinginkan. Pendaftaran tidak 
                                                          
23Menuk Hardaniwati, dkk., Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Edisi I (Cet. 
III; Jakarta: Pusat Bahasa, 2006), h. 178. 
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dipungut biaya administrasi karena dalam forum tersebut hanya dibutuhkan 
loyalitas masing-masing anggota.24 
c. Jejaring Sosial  
Jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris Social Network adalah suatu struktur 
sosial yang dibentuk dari individu atau organisasi. Jejaring sosial yang banyak 
digunakan adalah jejaring sosial facebook. Indonesia merupakan negara dengan 
jumlah facebook ke dua setelah Turki di Benua Asia. Pengguna facebook selalu 
mengalami peningkatan dan khusus untuk di tahun 2016 pengguna facebook 
sudah mencapai 1,59 Miliar orang.25 Dengan pencapaian yang sangat tinggi, 
memunculkan pula ide-ide negatif yang tidak bertanggung jawab untuk 
menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini 
bisnis prostitusi online. Salah satu akun facebook yang digunakan untuk bisnis 
prostitusi adalah “On the spot Surabaya”.26 
d. Aplikasi  
Aplikasi adalah media yang digunakan oleh pekerja di bidang prostitusi. Contoh 
aplikasi untuk berbincang (Chat), telepon (call), dan telepon gambar (Video call). 
Dengan menggunakan aplikasi untuk bisnis prostitusi maka para pekerja seks 
komersial dan mucikari dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga proses 
transaksi akan lebih cepat. 
                                                          
24Antika Eka Wulandari, “Fenomena Menjamur Forum Sex Online di Indonesia”, Official 
Website of Antika Eka Wulandari Dark In Rainbow. http://www. Antikaekawulandari-dark in 
rainbow.html (14 April 2016). 
25Anggriyawan, “Pengguna Facebook Mencapai 1,59 Miliar Orang”, Official Website of 
Inddit. http://www. Inddit.com (14 April 2016).  
26Mohammad Syarrafah, “Prostitusi Online, Pemilik Akun Facebook On The Spot Surabaya 
Ditangkap”, Official Website of Tempo.Co. http://prostitusi online.asiaone.com (14 April 2016).  
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3. Mata Rantai Prostitusi Online 
 Prostitusi online mempunyai mata rantai yang berbeda dengan kegiatan 
prostitusi lainnya, hal ini karena media yang digunakan. Berikut adalah mata rantai 
dalam praktek prostitusi di dunia maya: 
a. Mucikari 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI) mucikari adalah induk 
semang bagi perempuan lacur atau germo. Mucikari merupakan sebuah profesi 
yang berhubungan dengan pelacur, pekerja seks komersial (PSK), dan lelaki 
hidung belang. Mucikari juga merupakan orang yang berprofesi sebagai 
pengasuh, perantara, dan pemilik PSK. 
b. Pekerja Seks Komersial 
Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah setiap orang yang memperjualkan seks 
dengan uang atau dengan bermacam-macam jenis keuntungan kepada siapapun 
tanpa keterlibatan emosi sama sekali.27 Pekerja seks komersial dalam dunia online 
dibedakan atas beberapa macam, ada yang secara langsung tanpa adanya mucikari 
dan ada pula yang menawarkan diri serta ada yang memang menggunakan pihak 
lain yaitu mucikari. Sedangkan pelacur merupakan perempuan yang melacur atau 
Wanita TunaSusila. 
c. Pihak Pendukung 
Pihak pendukung yang dimaksud adalah pihak yang telah menyediakan media 
yang digunakan oleh PSK untuk mempromosikan dirinya, seperti server. Server 
adalah sebuah komputer yang berisi DBMS (Data Base Management System) 
                                                          
27Anik Maryunani, Biologi Reproduksi Dalam Kebidanan (Cet. I; Jakarta: CV. Trans Info 
Media, 2010), h. 127. 
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serta basis data, dan menjadi pusat seluruh kegiatan untuk menangani permintaan-
permintaan yang dilakukan oleh client.28 Server merupakan pihak yang 
bertanggung jawab untuk menangani tugas-tugas yang diminta oleh client dengan 
tujuan memberikan servis kepada 9ibanyak client.29 Pemilik server dan pemilik 
website atau forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh 
siapapun.  
d. Pengguna Jasa Prostitusi 
Dalam mata rantai prostitusi, pihak pengguna jasa prostitusi yang menjadi titik 
bagaimana transaksi prostitusi online bisa terjadi. Walaupun pihak lain tentu 
memberikan dorongan sehingga terjadi praktek prostitusi. Namun, penggun jasa 
prostitusi yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online 
untuk menyewa PSK. 
D. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online 
 Menurut Purnomo dan Siregar para pelacur umumnya berasal dari daerah 
pedesaan. Dengan alasan-alasan yang bervariasi terbujuk dalam lembah hitam bagi 
mata orang baik-baik. Berada dibawah kekuasaan germo atau mucikari, mereka tak 
lebih sebagai perempuan dalam pasungan. Pasungan dalam arti diikat oleh 
menumpuknya utang yang sengaja disodorkan sang germo untuk membelenggu 
mereka agar tidak bisa menghilang dari bordirnya. Sebab, jika hal ini terjadi berarti 
suatu kerugian ekonomis bagi germo, lebih-lebih apabila pelacur termasuk 
primadona atau kembang bordir yang laris dan banyak digemari laki-laki iseng. 
                                                          
28Client merupakan komputer yang berisi aplikasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi 
dengan pemakai, dimana aplikasi dalam komputer client adalah penghubung antara user yang 
membutuhkan data dengan server sebagai penyedia data. 
29Mokhamad Hendayun, dkk., Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux (Cet. I; 
Bandung: Informatika Bandung, 2005), h. 16. 
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 Studi yang dilakukan Purnomo dan Siregar pada tahun 1984 menemukan 
bahwa alasan wanita menjadi pelacur sebagian besar adalah karena faktor ekonomi. 
39,6 % menunjukkan pekerjaan sebagai pelacur cepat menghasilkan uang, pekerjaan 
sebagai pemuas nafsu seks laki-laki iseng ini juga menjadi pilihan menarik bagi 
banyak wanita karena mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian lain yang 
bisa diandalkan. Pekerjaan diindustri seks kerap kali lebih menarik kaum migran 
wanita karena pendapatan yang mereka peroleh dapat mencapai lima sampai sepuluh 
kali lipat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. 
 Apabila pelacuran atau prostitusi diperlakukan semata-mata sebagai suatu 
profesi atau mata pencaharian, penekanan kajian tentang pelacuran yang hanya 
melihat dimensi ekonomi saja mungkin sudah cukup memadai. Tetapi, untuk 
memahami dengan baik apa dibalik maraknya bisnis pelacuran, tak pelak dibutuhkan 
defenisi dan pengertian yang lebih mendalam.  
 Secara sosiologi, pengertian pelacuran sesungguhnya tidaklah sesederhana 
defenisi yang semata-mata hanya menekankan pada unsur pembayaran, promiskuitas, 
dan ketidakacuhan emosional. Misalnya menyatakan diluar muatan ekonomi yang 
ada, pelacuran sesungguhnya adalah ekspresi dari hegemoni kultural pria atas kaum 
perempuan. Pelacuran dalam banyak hal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial 
budaya yang terjalin erat satu dengan yang lain, seperti kemiskinan, kebiasaan kawin 
muda, kebiasaan cerai, dan status sosial perempuan yang relatif rendah, juga 
merupakan faktor pendorong kenapa perempuan melacurkan diri. 
 Studi yang dilakukan oleh Truong pada tahun 1992 memperlihatkan dengan 
jelas bahwa proses keterlibatan kaum wanita kedalam praktik pelacuran tidaklah 
semata-mata hanya karena didorong faktor kemiskinan dan kerentanan ekonomi. 
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Beberapa kajian yang dilakukan oleh Truong, selama ini memang cenderung 
menunjukkan bahwa pendapatan para pekerja seks relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan pekerja pada jenis jabatan lain yang banyak didominasi oleh tenaga kerja 
perempuan dengan pendidikan rendah.30 
 Sebenarnya, kaum wanita sampai terlibat dalam jasa pelayanan seksual tidak 
semata-mata karena motif ekonomi. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kaum 
wanita kerap kali terpaksa dan dipaksa masuk kedalam pelacuran oleh kaum pria 
yang menggunakan beragam sarana, yang hanya dari sekedar janji-janji pekerjaan, 
perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, 
sampai ke penculikan fisik dan penyekapan. Disamping itu, salah satu faktor non 
ekonomi yang mendorong para wanita muda masuk kedunia prostitusi pada tahun 
1992 adalah karena tingginya angka tingkat perceraian terutama dikalangan keluarga 
di Jawa. 
 Pendapat para pakar dan motif tentang faktor penyebab terjadinya prostitusi 
yaitu: 
1. Menurut Marzuki Umar Sa’abah 
 Menurut Marzuki Umar Sa’abah dalam buku tubuh, seksualitas, dan 
kedaulatan perempuan, menjelaskan ada beberapa sebab mengapa orang terjun  ke 
dunia prostitusi: 
a. Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan, dan mengalami 
penyiksaan seksual dalam keluarga 
                                                          
30Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, h. 162.  
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b. Kegagalan keluarga dalam menfungsionalkan perannya sebagai pembina nilai-
nilai agama yang dianut sehingga tidak memberikan dasar untuk menolak 
pelacuran 
c. Jauhnya seseorang dari kemungkinan hidup secara normal akibat rendahnya 
pendidikan yang dimiliki, kemiskinan, dan gambaran jaminan pekerjaan dan 
kemudahan meraih uang 
d. Hasrat berpetualang dan kemudahan meraih uang 
e. Hubungan seks terlalu dini, keterlibatan pada satu pergaulan yang selalu 
merongrongnya dan mungkin juga berkombinasi dengan pengaruh obat dan 
alkohol 
f. Perasaan benci terhadap ayah yang diletupkan dengan cara melacur dari satu pria 
ke pria lainPaduan antara kemiskinan, kebodohan, kekerasan, dan tekanan 
penguasa.31 
2. Menurut Saptari 
 Menurut Saptari, bahwa ada tiga faktor yang mendorong terjadinya prostitusi: 
a. Karena keadaan ekonomi atau kondisi kemiskinan keluarga 
b. Karena pandangan tentang seksualitas yang cenderung menekankan arti penting 
keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang sudah 
tidak perawan kecuali masuk kedalam peran yang diciptakan untuk mereka 
c. Karena sistem paksaan dan kekerasan.32 
 
                                                          
31Abdul Moqsit Ghozali, dkk., Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga 
Rampai Pemikiran Ulama Muda (Cet. I; Jakarta: Rahima, 2002), h. 212-213.  
32Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, h. 161-163. 
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 Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan 
perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan 
banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan tidak harmonis, konflik-
konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri 
pribadi. Peristiwa tersebut memudahkan individu menggunakan pola responsi atau 
reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola umum yang berlaku. Dalam 
hal ini ada pola pelacuran untuk mempertahankan hidup ditengah-tengah kemajuan 
alam pembangunan, khususnya di Indonesia. 
3. Menurut Dr. H. Ali Akbar 
 Dr. H. Ali Akbar, menjelaskan beberapa faktor penyebab wanita menjadi 
pelacur yaitu: pertama, tekanan ekonomi. Kerena tidak ada pekerjaan, maka mereka 
terpaksa hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah. Kedua, 
tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai pekerjaan, belum 
puas juga karena tidak bisa membeli barang-barang hias yang bagus dan mahal. 
Ketiga, kebodohan, tidak punya pendidikan atau inteligensia yang baik. Keempat, 
cacat kejiwaan. Kelima, sakit hati, ditinggalkan suami atau setelah dinodai 
kekasihnya, kemudian ditinggalkan begitu saja, dan Keenam, tidak puas dengan 





                                                          




4. Menurut Peristiwa Sosial 
 Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya prostitusi antara lain: 
a. Tidak adanya Undang-Undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan 
terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar 
pernikahan 
b. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, 
khususnya diluar ikatan perkawinan 
c. Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat orang mengenyam 
kesejahteraan hidup serta ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati 
d. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat 
manusia 
e. Kebudayaan eksploitasi pada zaman medern ini, khususnya mengeksploitasi 
kaum lemah atau wanita untuk tujuan komersil 
f. Ekonomi menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan 
permintaan” yang diterapkan pula dalam relasi seks 
g. Bertemunya berbagai macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat. 
Didaerah perkotaan dan ibu kota, mengakibatkan perubahan sosial yang cepat 
sehingga masyarakatnya menjadi sangat tidak stabil. Terjadi banyak konflik dan 
kurang adanya persetujuan mengenai norma-norma kesusilaan diantara para 
anggota masyarakat. Kondisi sosial menjadi terpecah-pecah sedemikian rupa, 
sehingga timbul suatu masyarakat yang tidak terkontrol. Tradisi dan norma-norma 
kesusilaan banyak dilanggar, maka tidak sedikit wanita-wanita muda yang 
mengalami masalah pribadi dan tingkah laku atau keinginan sendiri untuk 
memenuhi kebutuhan seks dan kebutuhan hidupnya dengan jalan melacurkan diri. 
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5. Menurut Motif Pelacuran 
Motif yang melatarbelakangi tumbuhnya pelacuran pada wanita itu beraneka 
ragam. Ada beberapa motif antara lain: 
a. Adanya Kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita, untuk 
menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui 
jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga 
menghalalkan pelacuran 
b. Ada nafsu-nafsu seks yang tidak normal, sehingga tidak merasa puas mengadakan 
relasi seks dengan satu pria atau suami 
c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis 
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha 
mendapatkan status sosial yang lebih baik. 
E. Dampak Prostitusi Online 
1. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pelacuran bagi pelaku dan 
penggunanya ialah sebagai berikut: 
a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang 
paling banyak terdapat ialah syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah). Terutama 
akibat syphilis, apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa 
menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan. 
Antara lain ialah Congenital syphilis (sipilis herediter/keturunan) yang 
menyerang bayi semasih dalam kandungan, sehingga terjadi abortus/keguguran 
atau bayi lahir mati. Jika bayi bisa lahir, biasanya kurang bobot, kurang darah, 
buta, tuli, kurang inteligensinya, defekt (rusak cacat) mental dan defekt jasmani 
lainnya. Syphilitic amentia, yang mengakibatkan cacat mental ringan, retardasi 
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atau lemah ingatan. Sedangkan yang berat bisa mengakibatkan serangan epilepsi 
atau ayan, kelumpuhan sebagian dan kelumpuhan total, bisa jadi idiot psikotik 
atau menurunkan anak-anak idiocy. 
b. Merusak sendi kehidupan keluarga. Suami yang tergoda oleh pelacur biasanya 
melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi 
berantakan. 
c. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan 
khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi. 
d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, 
morfin, hereoin, dan lain-lain). 
e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Yang paling utama 
menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, 
norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran dan 
promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan 
kenikmatan seks yang besar, murah serta tidak bertanggung jawab. Apabila pola 
pelacuran telah membudaya, maka rusaklah sendi kehidupan keluarga sehat. 
f. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita 
pelacur itu hanya menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus 
diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada germo. Dengan kata 




g. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, 
nymfomania, satiriasis, ejakulasi prematur yaitu pembuangan sperma sebelum 
zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang sanggama, dan sebagainya.34 
2. Dampak yang timbul dari PSK (Pekerja Seks Komersial) sebagai berikut: 
a. Penyakit menular seksual (PMS), seperti gonore, HIV/AIDS, sifilis dan klamidia. 
b. Timbul kehamilan yang pada umumnya tidak diinginkan. 
c. Timbul kekerasan. 
d. Mengganggu ketenangan lingkungan tempat tinggal.35 
3. Dampak prostitusi bagi PSK (Pekerja Seks Komersial) anak-anak adalah 
sebagai berikut: 
a. Karena PSK anak-anak masih berusia belia dan tidak memiliki akses yang cukup 
terhadap informasi-informasi tentang reproduksi sehat, maka dari sudut pandang 
psikologis sesungguhnya kematangan seksual mereka belum dewasa. Mereka 
belum cukup mengetahui resiko yang pasti dari hubungan seksual yang dilakukan 
secara bebas, sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (penyakit menular 
seksual) dengan seluruh implikasinya dengan mudah akan menimpa anak-anak 
perempuan yang dilacurkan. Anak-anak yang dipaksa melacur ketika 
mengandung seorang anak yang tidak dikehendaki, mereka akan memilih 
melakukan abortus secara ilegal dan jauh dari kelayakan medis, sehingga akan 
mengancam nyawa mereka sendiri. 
 
 
                                                          
34Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 249-250. 
35Anik Maryunani, Biologi Reproduksi dalam Kebidanan, h. 128.  
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b. Anak yang dilacurkan akan menjadi korban dan terjerumus dalam dunia 
prostitusi, sehingga harus menanggung beban psikologis yang berat berupa stigma 
dari masyarakat atas profesi yang mereka tekuni karena dinilai terkutuk dan 
memalukan. 
c. Dalam berbagai kasus PSK anak, sering kali mereka harus mengalami berbagai 
tindak kekerasan seksual seperti rayuan terselubung dari para lelaki hidung 
belang, penyekapan, penganiayaan, dan berbagai bentuk tindak kekerasan 
lainnya.36 
4. Dampak negatif prostitusi di media sosial, sebagai berikut: 
a. Secara sosialogis, prostitusi merupakan perbuatan yang tidak moral serta 
bertentangan dengan norma dan etika yang ada di masyarakat. 
b. Aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan demoralisasi yaitu suatu kondisi 
penurunan moral akibat masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan 
kepribadian. 
c. Aspek pelaku atau kewanitaan, merupakan kegiatan yang merendahkan martabat 
wanita. 
d. Aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga 
kerja. 
e. Aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk 
menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. 
f. Aspek media, dengan adanya media sosial maka akan memperlancar mata rantai 
di dunia prostitusi. 
 
                                                          
36Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, h. 179-180.  
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5. Dampak prostitusi online/pornografi di media sosial yaitu: 
a. Prostitusi online atau pornografi memberi makan pada “keinginan mata” dan 
“keinginan daging” yang tidak akan pernah terpuaskan. 
b. Prostitusi online atau pornografi membuat cara berfikir seseorang menjadi penuh 
dengan seks semata. 
c. Prostitusi atau pornografi menjadi ajang promosi terhadap praktik seksual yang 
menyimpang. 
d. Prostitusi atau pornografi membuat seseorang terpicu untuk lebih suka melayani 
diri sendiri dibandingkan orang lain. 
e. Prostitusi atau pornografi akan membawa seseorang terhadap penggunaan waktu 
dan uang dengan sangat buruk.37 
 
 
                                                          




KAJIAN UMUM TERHADAP HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam  
Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa Hukum Islam ialah peraturan-
peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-
Qur’an. Sedangkan menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Islam 
adalah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu 
yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis Hukum 
Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan 
masyarakat secara umum.1 
Menurut Busthanul, dalam ajaran Islam dikenal dua istilah yang biasanya 
diterjemahkan menjadi hukum Islam yaitu syariat (syara’) dan fiqih. Bagi Busthanul, 
syariat adalah hukum-hukum yang sudah jelas nashnya (qaṭ῾i), sedangkan fiqih 
adalah hukum-hukum yang ẓhanni yang dapat dimasuki oleh paham manusia.2 
Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an dan 
literatur hukum dalam Islam. yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syari’ah, fiqh, 
hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan 
terjemahan dari term “Islamic Law” dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang 
                                                          
1Supardin, Materi Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 23. 
2Amrullah Ahmad, dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 
65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 26. 
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hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi bahwa hukum Islam adalah 
keseluruhan kitab Allah swt. yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala 
aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari’ah.3 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama 
Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu 
dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui 
persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) hukm dan 
ahkām, (3) syari’ah atau syariat, (4) fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang 
berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.4   
2. Tujuan Hukum Islam 
Tiap-tiap tata aturan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh 
pembuatnya. Kalau tidak ada tujuan, tentunya pembuatan tata aturan tersebut adalah 
perbuatan yang sia-sia dan tidak mencerminkan kebijaksanaan fikiran pembuatnya.5 
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah 
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil 
segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak 
berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah 
kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. 
Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk 
kehidupan yang kekal di akhirat kelak. 
                                                          
3Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 
11.  
4Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, Edisi VI (Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.  
5Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: PT Bulan Bintang, 
1991), h. 12. 
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 Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kemudian disepakati oleh ilmuan 
hukum Islam lainnya. Al Muqhasidu al Khamsah artinya ada lima tujuan hukum 
Islam yaitu menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan agama, 
menyelamatkan harta benda dan menyelamatkan, mendamaikan serta menenteramkan 
keluarga.6 
Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi pembuat 
hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan 
pelaksana hukum Islam. Jika dilihat dari segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum 
Islam adalah  
a. untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan 
tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan 
istilah ḍaruriyyāt, ḥajjiyāt dan tạḥsiniyyāt. Kebutuhan primer (ḍaruriyyāt) adalah 
kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh 
hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan 
sekunder (ḥajjiyat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan 
primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya yang bersifat 
menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (tạḥsiniyyāt) adalah 
kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang 
perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, 
misalnya sandang, pangan, perumahan dan sebagainya. 
                                                          
6Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya 




b. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. 
c. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib 
meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan 
mempelajari uṣul al-fiqh yakni dasar pembentukan pemahaman hukum Islam 
sebagai metodologinya. 
Disamping itu, dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan 
hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya 
adalah dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat 
bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara 
umum adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di 
akhirat kelak. 
Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah 
ḍaruriyyāt tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum 
Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu, yang juga telah 
disinggung di atas adalah lima yaitu: 
1. Pemeliharaan Agama 
Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama 
adalah pedoman hidup manusia dan dalam agama Islam selain komponen-komponen 
akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, serta akhlak yang merupakan 
sikap hidup seorang muslim. Terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup 
seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhan-Nya maupun dalam 
berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen 
itu, dalam agama Islam sangat terjalin erat. Karena itulah hukum Islam wajib 
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melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap 
orang untuk beribadah menurut keyakinan agama-Nya. 
Hubungan tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalam (ruh, jiwa, akal 
dan hati) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama 
terakhir dan yang diridhai Allah. Sebagaimana dalam QS Adz-Dzaariyaat/51: 56, 
yang menjelaskan masalah penyempurnaan agama Islam, akidah, akhlak, menuntun, 
membimbing, mengarahkan dan mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun 
diakhirat.  
               
Terjemahnya:  
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 
kepada-Ku.7 
Agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga mengatur 
manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat, 
serta manusia dengan alam sekitarnya agar makhluknya mengabdi kepada-Nya. 
2. Pemeliharaan Jiwa 
Memelihara jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena hukum Islam 
wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 
Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa 
manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 
mempertahankan kemaslahatan hidupnya. 
 
 
                                                          
7Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), h. 862. 
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Kewajiban memelihara jiwa ditentukan Allah melalui larangan dan perbuatan 
yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Dalam QS An-Nisaa/4: 93 yang 
menjelaskan masalah membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka akan 
diberikan azab yang besar. 
                           
             
Terjemahnya: 
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 
mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.8 
Dalam melakukan perbuatan zina juga selalu disertai dengan jiwa, apabila jiwa 
bersatu dengan nilai-nilai kehidupan yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam, 
yang tidak disandarkan pada akidah dan akhlak, maka pembunuhan dapat terjadi.  
3.   Pemeliharaan Akal 
Memelihara akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan 
mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan 
dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku 
dan pelaksana hukum Islam. oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu 
tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu 
yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang 
merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam 
                                                          
8Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 136. 
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melarang orang melakukan untuk berbuat zina dan menghukum setiap perbuatan 
yang dapat merusak akal manusia. Sebagaimana dalam QS Qaaf/50: 37. 
 
                        
Terjemahnya:  
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi 
orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, 
sedang dia menyaksikannya.9 
Akal wajib dipelihara, karena akal merupakan amanah dan salah satu unsur 
yang mambedakan manusia sebagai makhluk yang bemartabat dengan makhluk 
lainnya. Akal sehat manusia tidak akan pernah menerima perlakuan yang 
merendahkan martabat manusia demi kesenangan dan materi dunia semata. Berbuat 
zina bukan merupakan perbuatan yang dapat memberikan kehormatan ataupun 
nikmat yang diridhoi Allah. 
3. Pemeliharaan Keturunan 
Memelihara keturunan merupakan kemurnian darah dapat dijaga dan 
kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. 
Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling 
mewarisi, larangan perkawinan, larangan berzina. Hukum kekeluargaan dan 
kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk 
memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu 
dicatat bahwa dalam Alquran, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam 
ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. 
                                                          
9Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 854.  
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Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung 
dengan sebaik-baiknya. 
Hubungan antara prostitusi dengan tujuan memelihara keturunan sangat jelas, 
khususnya larangan untuk berbuat zina bagi kaum perempuan, perbuatan zina yang 
sering mengakibatkan anak yang lahir akan mendapat  malu, karena anak mempunyai 
hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sebagaimana dalam QS. 
Al-Isra’/17: 32. 
                    
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.10 
4. Pemeliharaan Harta 
Memelihara harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, 
harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan 
hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi 
hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah serta 
melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara.11 Sebagaimana 
dalam QS. An-Nisaa’/4: 5. 
                           
           
 
                                                          
10Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 429. 





Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta 
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.12 
Dalam hukum Islam, harta adalah amanah Allah kepada manusia untuk 
dimanfaatkan ke jalan yang diridhoi Allah dan cara memperolehnya pun wajib 
melalui cara yang diridhoi. Harta yang diperoleh melalui jalan prostitusi adalah 
haram, karena prostitusi merupakan perbuatan yang haram dan mendorong pelakunya 
maupun orang lain untuk melakukan perbuatan haram, yaitu zina. 
B. Pengertian dan Tujuan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) 
1. Pengertian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik 
a. Informasi Elektronik 
Adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), 
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan 
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
b. Dokumen Elektronik 
Adalah setiap informasi elektronik yang dibuat atau diteruskan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, 
atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 
                                                          
12Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 115.  
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akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya. 
c. Tanda Tangan Elektronik 
Adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan 
sebagai alat verifikasi atau autentikasi. 
d. Penanda Tangan 
Adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan 
elektronik. 
e. Transaksi Elektronik 
Adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, 
jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 
f. Teknologi Informasi 
Adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 
g. Sistem Elektronik 
Adalah serangkai perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi 
elektronik. 
h. Penyelenggara Sistem Elektronik 
Adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan 




i. Jaringan Sistem Elektronik 
Adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup 
ataupun terbuka. 
j. Agen Elektronik 
Adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu 
tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang 
diselenggarakan oleh orang. 
k. Sertifikat Elektronik 
Adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik 
dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi 
elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. 
l. Penyelenggara Sertifikat Elektronik 
Adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang 
memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. 
m. Kontrak Elektronik 
Adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. 
  Jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah aturan 
atau hukum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik yang 
dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan 
transaksi informasi serta elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang 
berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.13 
                                                          
13Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 11-15.  
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2. Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari MID (Masyarakat Informasi 
Dunia). 
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 
d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan 
pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi 
informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. 
e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 
penyelenggara teknologi informasi. 
C. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai dirancang pada 
bulan maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), 
pada mulanya rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik 
dinamakan Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik oleh 
Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, 
serta bekerja sama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu 
Universitas Padjajaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas 
Indonesia (UI). 
  Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyampaikan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik kepada DPR 
melalui surat No.R/70/Pres/9/2005, dan menunjuk Dr. Sofyan A Djalil (Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagi wakil pemerintah dalam pembahasan 
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bersama dengan DPR RI. Dalam rangka pembahasan RUU Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk Tim Antar 
Departemen (TAD). Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi 
No.83/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian di 
sempurnakan dengan Keputusan Menteri No. 10/KEP/M.KOMINFO/01/2007. 
Tanggal 23 Januari 2007 Bank Indonesia (BI) bergabung dengan Tim Antar 
Departemen (TAD) sebagai Pengarah (Gubernur Bank Indonesia), Narasumber 
(Deputi Gubernur yang membidangi Sistem Pembayaran), dan merangkap sebagai 
anggota bersama dengan instansi terkait. Tugas Tim Antar Departemen yaitu 
menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU 
Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengikuti pembahasan RUU Informasi dan 
Transaksi Elektronik di DPR RI. 
  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon surat presiden No. 
R/70/Pres/9/2005 dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang beranggotakan 50 orang dari 10 Fraksi di DPR RI. Dalam 
rangka menyusun Daftar Inventari Masalah (DIM) atas draft RUU Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang disampaikan pemerintah tersebut. Pansus RUU Informasi 
dan Transaksi Elektronik menyelenggarakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum 
(RDPU) dengan berbagai pihak, anatar lain Perbankan, Lembaga Sandi Negara, 
Operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya 
pada bulan Desember 2006 Pansus DPR RI menetapkan Daftar Inventarisasi Masalah 
(DIM) sebanyak 287 DIM RUU Informasi dan Transaksi Elektronik yang berasal dari 




  Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 Pansus DPR RI dengan 
pemerintah yang diwakili oleh Dr. Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan 
Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia) membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Pada tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008 
pembahasan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tahapan pembentukan 
dunia kerja (panja), sedangkan pembahasan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik 
tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak 
tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. 
  Tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 
Tanggal 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU Informasi dan Transaksi 
Elektronik ditetapkan menjadi Undang-Undang. 
  Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008.14 
D. Peranan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
1. Mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global lain 
perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan hubungan 
dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial 
dan budaya secara cepat dan signifikan. 
                                                          
14Cahyono, “Cyber Crime and Law”, Blog Cahyono. http://penjarakjauh.blogspot.com/ 
‘Cyber’-Crime-and-Law-Lengkap!-Tentang UU ITE.html (14 April 2016). 
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2. Menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi 
peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi 
sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. 
3. Memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang 
bersifat tidak terwujud. Kegiatan siber tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu Negara, 
aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia mana pun, kerugian 
dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah 
berhubungan sekalipun. 
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pembuktiannya merupakan faktor 
yang sangat penting mengingat kenyataannya data itu sangat rentang untuk diubah, 
disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan 
detik. Dengan dampak yang sangat dahsyat, Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE) telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global. 
5. Melakukan tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace. 
Pertama, pendekatan hukum untuk mengatasi gangguan keamanan. Pendekatan 
hukum mutlak diperlukan sebab tanpa suatu kepastian hukum, persoalan pemanfaatn 
TIK tidak dapat dilakukan secara optimal. Kedua, pendekatan teknologi. Dan ketiga, 
pendekatan sosial, budaya, dan etika.15  
                                                          
15Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 




ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE MENURUT 
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Sanksi Hukum Pengguna Prostitusi Online 
Sanksi pengguna prostitusi online diatur dalam tiga aspek hukum yaitu, 
sebagai berikut: 
1. Sanksi hukum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 
a. PSK (Pekerja Seks Komersial) dan Pengguna Jasa  
Sanksi bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa dalam dunia bisnis 
prostitusi tidak diatur dalam KUHP, tetapi sanksi bagi pekerja seks komersial dan 
pengguna jasa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. Seperti 
Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. 
b. Mucikari 
Orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan 
perbuatan cabul dengan orang lain yang disebut mucikari. Untuk menjalankan 
pekerjaannya itu, pada umumnya mucikari menyediakan rumah dengan kamar-
kamarnya yang disewakan kepada pria dan wanita untuk melacur. Maka orang 
yang menjadi mucikari akan dikenakan pasal 296 KUHP yang berbunyi: 
 
Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul 
oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau 
kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 
pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.1 
 
                                                          
1Gerry Muhamad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 103.  
56 
 
Orang yang menjadi mucikari juga dapat dijerat dengan pasal 506 KUHP yang 
berbunyi: 
Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu 
tahun.2 
Yang diancam dalam pasal ini adalah orang yang penghasilannya diperoleh dari 
perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Mucikari adalah orang (pria atau 
wanita) yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh 
wanita-wanita (umumnya wanita muda) yang tinggal bersama dan seatap dengan para 
langganannya. Wanita yang biasa melakukan perbuatan cabul dengan pria yang 
bukan suaminya disebut pelacur.3 
2. Sanksi hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
Sanksi hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang dapat dijerat 
dengan Undang-Undang ini hanya pemilik website prostitusi atau orang yang 
melakukan transaksi prostitusi. Pekerja seks komersial dan mucikari adalah orang 
yang biasanya mempunyai website atau melakukan transaksi yang bermuatan 
melanggar kesusilaan. Sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tertuang dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Maka akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang 
memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1, 2, 3, 4) 
                                                          
2Gerry Muhamad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, h. 169.  
3R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 514.  
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak 1 miliar”. 
3. Sanksi hukum dalam hukum Islam 
a. Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna Jasa 
Dalam hukum Islam sanksi yang diberikan terbagi atas dua bagian yaitu Pertama, 
pezina muhsan sanksinya berupa hukuman rajam atau dilempari batu sampai 
meninggal yang disaksikan banyak orang. Kedua, pezina ghairu muhsan 
sanksinya berupa hukuman jilid atau dera atau hukuman cambuk 100 kali. 
b. Mucikari  
Berdasarkan ketentuan dalam QS An-Nuur/24 :33, pekerjaan mucikari adalah 
haram hukumnya. Meskipun sanksinya tidak ditegaskan dalam QS An-Nuur/24 
:33, tetapi bukan berarti para mucikari tidak dihukum. Sanksi terhadap mucikari 
dapat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga ta’zir, dengan 
ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha 
mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman 
penjara, mucikari juga dapat dikenakan hukuman denda berupa sejumlah uang 
halal yang wajib dibayar kepada korban.4 
B. Hukum Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik mutlak diperlukan  bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia 
merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi 
                                                          
4Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, Edisi Revisi (Cet. 
III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 200-201.  
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informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki 
ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. 
Dalam perspektif yuridis, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana 
banyak terobosan yang penting dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Misalnya tindak pidana yang diatur sudah banyak yang merujuk pada 
ketentuan yang diatur dalam Convention on Cybercrime (kebiasaan dalam melakukan 
kejahatan), baik tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai sasaran maupun 
komputer sebagai alat.  
Beberapa kejahatan tradisional yang menggunakan komputer misalnya 
perjudian, pornografi, tindak asusila, pencemaran nama baik, penghinaan sudah 
dijadikan tindak pidana. Ancaman berupa jenis pidana menggunakan sistem ancaman 
kumulatif, dan lama pemidanaan atau besarnya ancaman denda cukup tinggi.5 
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang yang mengandung muatan 
melanggar kesusilaan dan berbau pornografi. Adapun isi dari pasal 27 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut: 
 
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan. 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
                                                          
5Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime (Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 
2009), h. 221-222.  
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(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan pemerasan 
dan/atau pengancaman.6 
Ada beberapa pihak yang menjadi subjek dalam bisnis prostitusi online yaitu: 
a. Pengguna Jasa Prostitusi 
Adalah pengguna yang mengakses berbagai macam situs atau aktifitas yang 
berbau porno dengan menggunakan media internet. 
b. Penyedia Tempat Layanan 
Adalah pemilik warnet yang menyediakan tempat untuk mengakses berbagai 
layanan atau situs yang berbau porno. 
c. Pemilik Website  
Adalah orang yang memiliki website dan memberikan wadah untuk jasa layanan 
di dunia prostitusi.  
d. Pemilik Server 
Adalah orang yang memiliki server dan memberikan ruang bagi pemilik website 
prostitusi untuk menangani permintaan yang diinginkan para pengguna jasa 
prostitusi dan menyimpan data-data mereka agar dapat diakses oleh setiap orang. 
Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam dunia prostitusi 
dan dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam Undang-Undang ITE adalah 
pemilik website prostitusi, yaitu orang yang mendisribusikan atau mentransmisikan 
atau membuat situs porno atau prostitusi online sehingga dapat di akses oleh setiap 
orang. Yang dimaksud dengan muatan melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) 
adalah apabila tidak mengandung unsur nilai-nilai, tetapi mengandung unsur negatif 
bagi yang mengakses, melihat, dan memperhatikannya, serta bertentangan dengan 
                                                          
6Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 117.  
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norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan kesusilaan merupakan 
tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Kesusilaan sangat 
berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang 
dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang atau kelompok. Kesusilaan 
dipengaruhi oleh agama dan budaya yang berlaku dalam masyarakat khususnya 
mengenai sex seseorang. 
Jadi yang dimaksud prostitusi online yang diatur dalam Undang-Undang No. 
11 Tahun 2008 adalah situs yang menyediakan muatan yang melanggar kesusilaan 
yang bertujuan untuk mendapatkan uang. Situs yang melanggar kesusilaan ini, 
menampilkan gambar para pekerja seks komersial (PSK) untuk membangkitkan nafsu 
sex para pengguna jasa prostitusi. 
1. Pengaturan Mengenai Unsur Obyektif, Subyektif dan sanksi 
a. Perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
b. Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan 
perbuatan yang melanggar hukum. 
c. Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda sebesar 
Rp. 1.000.000.000 (satu miliar). 
2. Keterangan Mengenai Unsur Obyektif, Subyektif dan Sanksi 
a. Unsur Obyektif, yaitu pelaku dapat dijerat apabila pelaku telah melakukan dan 
telah tercapainya tujuan dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa 
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat di 
aksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik Informasi 
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dan/atau dokumen yang bersifat elektronik serta mengandung unsur pelanggaran 
kesusilaan. 
b. Unsur Subyektif, yaitu perbuatan kesalahan yang memiliki muatan kejahatan 
kesusilaan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat 
dirumuskan kesalahan dari perbuatan tersebut untuk menjalankan kegiatan 
prostitusi secara online hanya dirumuskan: 
1) Dengan adanya kesalahan 
2) Dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya 
Keadaan jiwa yang sehat. 
c. Sanksi 
1) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
2) Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar).7 
Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yang termuat pada pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana, yang 
berbunyi: 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1, 2, 
3, 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 1 miliar (satu miliar).8 
Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan 
beberapa kejahatan, yang salah satunya pada pasal 27 ayat (1) mengenai muatan yang 
melanggar kesusilaan khususnya di dunia prostitusi online.  
 
                                                          
7Iswanda Abdul Illah, “Prostitusi Online di Lihat dari Instrumen Hukum Undang-Undang No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”, http://www.prostitusionline-Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.com (15 Januari 2016).  
8Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 135.  
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C. Hukum Prostitusi Online Menurut Hukum Islam 
Salah satu diantara malapetaka yang paling banyak melanda dunia modern 
saat ini adalah prostitusi (pelacuran). Undang-undang negara barat mengizinkan 
perbuatan ini, selama kedua belah pihak yang terlibat sama-sama senang. Dan sebagai 
alasan mereka adalah kebebasan individu. Dengan diresmikannya undang-undang 
tersebut, maka prostitusi menyebar ke seluruh penjuru dunia khususnya di kota-kota 
besar. Para ahli hukum di barat berpandangan bahwa prostitusi merupakan kebutuhan 
masyarakat yang harus dipenuhi.9 
Seseorang yang berakal sehat tentu akan menganggap bahwa masalah 
prostitusi merupakan suatu hal yang hina. Sebab, prostitusi adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan akhlak yang luhur. Hubungan jasmani harus diselenggarakan 
antara suami istri, tetapi jika hubungan tersebut dilakukan atas dasar “dagang” maka 
kenyataan tersebut akan dianggap hina oleh setiap yang mempunyai jiwa luhur. 
Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina 
tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu 
saja zina yang seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau 
cambuk dan pengasingan setahun. Namun, zina dalam pengertian ini juga melahirkan 
dosa dan ancaman siksaan dari Allah swt. 
Menurut pandangan Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang 
dilarang oleh Allah swt. Allah swt berfirman: 
                  
 
                                                          




Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.10 (QS Al-Isra’/17: 32) 
Salah satu faktor yang mendorong seseorang membunuh anak-anak 
perempuan adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina, maka lebih jauh ayat ini 
memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat 
mengantar kearah itu. 
Al-Biqâ῾i menulis bahwa karena dalam pembunuhan anak terdapat unsur 
kekikiran dan dalam perzinahan terdapat unsur pemborosan, maka ayat ini 
melanjutkan dengan larangan berzina. Disisi lain dalam perzinahan terdapat 
pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak sebagaimana ia menjadi 
sebab adanya sesuatu yang batil sedangkan pembunuhan adalah menghilangkan 
sesuatu yang ẖaq. 
Sayyid Quthub menulis bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan dalam 
beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada 
tempatnya yang sah. Hal ini biasa disusul dengan keinginan untuk menggugurkan 
yaitu membunuh janin yang dikandung. Jika anak tersebut dilahirkan hidup, maka 
biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan 
ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Perzinahan juga merupakan 
pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di tengah-tengahnya keburukan 
ini, karena disini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta 
menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan 
antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian umat. Disisi 
                                                          
10Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an 
Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), h. 429. 
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lain perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan 
nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak 
dibutuhkan lagi. Keluarga menjadi sangat rapuh padahal ia merupakan wadah yang 
terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung 
jawabnya. Demikian pendapat Sayyid Quthub, ketika menghubungkan ayat ini 
dengan ayat yang lalu dan mendatang. 
Ayat ini menegaskan bahwa: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan 
melakukan hal-hal – walaupun dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat 
mengantar seseorang untuk terjerumus dalam keburukan itu; sesungguhnya ia, yaitu 
zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran 
apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. 
Sementara ulama menggarisbawahi bahwa membunuh anak karena takut 
miskin merupakan tanda prasangka buruk kepada Allah, sedangkan membunuhnya 
karena khawatir mereka berzina adalah upaya membinasakan keturunan. Yang 
pertama bertentangan dengan pengagungan Allah dan yang kedua merupakan 
pertanda ketiadaan kasih sayang. 
Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan 
kata “jangan mendekati” seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati 
sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan 
demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus 
dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. 
Hubungan seks seperti perzinahan, mapun ketika istri sedang haid, demikian pula 
perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu al-
Qur’an melarang mendekatinya. Barangsiapa yang berada disekeliling satu jurang, ia 
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dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki 
rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, 
bukan larangan mendekatinya. 
Firman-Nya: (   ) sâʼa sabîlan/jalan yang buruk, dipahami oleh 
sementara ulama dalam arti jalan buruk karena ia mengantar menuju neraka. Ibn 
῾Âsyûr memahami kata () sabîlan dalam arti perbuatan yang menjadi 
kebiasaan seseorang. Thabâthabâʼi memahaminya dalam arti jalan untuk 
mempertahankan kehidupan. Ulama ini menghubungkan pemahamannya dengan QS. 
al-῾Ankabût/29 :29 yang menyifati kebiasaan buruk kaum Nabi Lûth as., yaitu 
melakukan homoseksual sebagai taqtha῾ûna as-sabîl/memutus jalan. Jalan yang 
mereka putus itu adalah jalan kelanjutan keturunan, karena kelakuan  tersebut tidak 
menghasilkan keturunan, dan kelanjutan jenis manusia. Berbeda dengan perzinahan, 
yang melakukannya dapat memperoleh anak dan kelanjutan jenis pun dapat 
terlaksana tetapi cara dan jalan itu adalah jalan yang sangat buruk.11 
Zina adalah hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan 
perempuan tanpa adanya akad yang ditentukan oleh syara’. Zainal Abidin 
mengartikan zina dengan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang 
bukan suami istri yang sah (diluar nikah).12 Sedangkan menurut Wahbah Zuhailiy 
bahwa zina menurut bahasa dan istilah sama yaitu seorang laki-laki yang 
memasukkan zakarnya ke dalam kubul (faraj) seorang perempuan yang bukan 
                                                          
11M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), h. 465-467.  
12Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 68.  
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miliknya dan bukan juga terjadi karena kekeliruan dan keraguan.13 Jadi zina 
merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat 
maupun terikat oleh sebuah perkawinan. 
Salah satu larangan mendekati zina, misalnya Islam melarang pria wanita 
berinteraksi secara bebas kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syafi’i. Campur 
aduk (ikhtilat) adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Sehingga, Islam 
meminimalkan hubungan pria dan wanita, kecuali dalam perkara-perkara tertentu 
seperti jual beli, pendidikan, pengadilan, kesehatan, dan interaksi lain yang 
membutuhkan sikap ta’awun (tolong menolong) antara kedua belah pihak. Itupun 
tetap dalam batasan-batasan yang sangat ketat. Mulai dari cara berpakaian yang 
menutup aurat sampai larangan tabarruj (berhias berlebihan di ruang publik), yang 
memungkinkan munculnya hajat seksual lawan jenisnya. 
Oleh karena itu, Islam juga melarang wanita berduaan dengan laki-laki yang 
bukan mahramnya (khalwat). Jelas pula, dalam Islam industri atau bisnis seksual atau 
yang mengeksploitasi pornografi diharamkan, tidak peduli apakah itu menghasilkan 
uang atau tidak. Agama Islam menyatakan bahwa uang bukanlah segalanya untuk 
menghalakan segala cara.14 
Dengan adanya informasi dalam menyebarkan berita dan menyiarkannya 
kepada pengguna prostitusi maka akan memperlancar rantai transaksi prostitusi 
online. Sikap tersebut adalah mengecek dan mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa 
untuk menyebarkan berita yang tidak ada sandaran kebenarannya dengan 
                                                          
13Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h. 68.  
14Kamsinah, Problematika Remaja dan Pendidikan Seks (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2011), h. 78-79.  
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memperhatikan kaidah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam 
menyebarkan berita dan menyiarkannya kepada masyarakat umum. Sebagaimana 
firman Allah dalam QS. al-Hjurat/49: 6. 
                               
              
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.15 
Pelacuran dalam agama Islam juga disebut dengan zina. Secara tegas, Allah 
swt telah memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai 
perbuatan keji dan terkutuk. Bukan hanya itu, bahkan Allah melarang melakukan 
perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Selain itu, Allah juga menyamakan 
kedudukan perbuatan zina dengan dosa-dosa besar lainnya dan mengancam para 
pelakunya dengan siksaan keras di hari kiamat kelak. Dari segi hukum sudah sangat 
jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram 
berarti tidak boleh dilakukan. 
Allah berfirman dalam QS Al-Furqan/25: 68-70. 
                         
                             
                            
                                                          
15Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 846.  
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                           
      
Terjemahnya:  
Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) 
yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya 
dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab 
untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan 
terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal 
saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.16 
Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin. Sebab, 
pelakunya akan selalu mengejar kepuasan birahinya, yang sudah barang tentu akan 
memakan energi dan waktu bagi dirinya. Disamping itu, ia pun harus mengeluarkan 
biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, yang pada dasarnya tidak sedikit. Kedua 
faktor inilah yang akan mengakibatkan para pelaku zina jatuh miskin. Perbuatan 
tersebut juga akan mengakibatkan umur pelaku zina berkurang lantaran akan 
terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian.17 
Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang 
menganut syari’at (hukum) islam maka hal ini tergolong zina yang melahirkan 
konsekuensi hukum hudud, baik rajam ataupun cambuk. Yang termasuk zina adalah 
hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf (telah baligh dan sehat akal) 
yang dilakukan dengan keinginannya, pada wanita yang bukan haknya. 
                                                          
16Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 569. 
17Abu Ahmadi, Dosa Dalam Islam, h. 70-72. 
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Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina 
dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam 
sampai mati bagi yang sudah menikah. Disamping hukuman fisik tersebut hukuman 
moral atau sosial juga diberikan bagi mereka seperti diumumkannya aibnya, 
diasingkan (taghrib), tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya.18 
1. Ciri-ciri Prostitusi Online menurut Hukum Pidana Islam  
Untuk mengetahui lebih jauh tentang prostitusi online, diperlukan adanya sebuah ciri-
ciri. Berikut adalah ciri-ciri prostitusi online beserta analisisnya menurut hukum 
pidana Islam: 
a. subyek 
Subyek yang dimaksud adalah pengelola/pemilik dari website atau yang dapat 
diminta pertanggungjawabannya. 
b. Obyek  
Obyek yang dimaksud yaitu website porno, forum porno serta program yang 
digunakan dalam praktek prostitusi dan hal-hal tersebut bermuatan melanggar 
kesusilaan. 
c. Media 
Media yang dimaksud adalah melalui media internet yang dapat diakses oleh 
siapa saja termasuk anak-anak.  
d. Niat Melawan Hukum 
Kriteria ini terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh nash. 
Padahal ia tahu bahwa hal tersebut melawan hukum atau syari’at Islam. 
e. Perbuatan 
                                                          




Perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam, baik berupa perbuatan nyata maupun 
tidak berbuat dan perbuatan tersebut benar-benar dilakukan. Dalam hal ini, maka 
kejahatan prostitusi online berupa perbuatan nyata yaitu mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar 
kesusilaan.  
f. Alat yang digunakan 
Alat tersebut berupa komputer yang terhubung ke internet dengan ISP (Internet 
Service Provider) adalah perusahaan yang menawarkan dan menyediakan layanan 
akses ke kalangan umum dengan mengenakan biaya. Dengan adanya kriteria 
tersebut, maka sebuah tindak pidana sudah dapat dikatakan tindak pidana 
prostitusi online menurut hukum pidana Islam.19 
2. Macam-macam zina 
Dilihat dari segi pelakunya, kejahatan zina terbagi kepada tiga bagian, yaitu: 
a. Pezina muhsan adalah seseorang yang melakukan zina setelah melakukan 
hubungan seksual secara halal. Mungkin statusnya dalam keadaan bersuami atau 
beristri, janda atau duda. 
b. Pezina gairu muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah 
melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah. 
Pezina yang berstatus hamba, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah 
menikah, hukumannya 50 kali cambukan, sedangkan bagi gairu muhsan menurut 
sebagian ulama cukup dita’dzir, sedangkan ulama lain dihukum sama 50 kali 
                                                          
19Ahmad Rosyadi, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia”, Skripsi 
(Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 48-51.  
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cambukan. Adapun hukuman bagi pezina hamba laki-laki 50 kali cambukan yang 
dikiaskan kepada hamba perempuan yang nashnya ada.20 
3. Sanksi hukum bagi pelaku kejahatan zina. 
Pada permulaan Islam, hukuman bagi pelaku kejahatan zina adalah dikurung 
di rumah samapai mati dan dicaci maki. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam 
QS An-Nisaa’/4: 15-16. 
                        
                       
                             
                      
Terjemahnya:  
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 
empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila 
mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) 
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 
lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara 
kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya 
bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah 
Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.21 
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ketentuan surah An-Nisaa ayat 15-16 
di atas ini telah dibatalkan (dinasakh) oleh ketentuan dalam surah An-Nuur/24: 2. 
Tetapi sebagian ulama lain khususnya Abu Muslim Asfahami dan Mujahid 
mengatakan bahwa ketentuan dalam surah An-Nisaa’/4: 15-16 ini tetap berlaku untuk 
                                                          
20Hamzah Hasan, Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal (Cet. I; 
Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 95-96.  
21Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 118.  
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perbuatan zina antara laki-laki dengan laki-laki (homoseks) dan perempuan dengan 
perempuan (lesbian). Sedangkan yang diatur dalam surah An-Nuur/24: 2 hanyalah 
yang berkenaan dengan zina. 
Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu jilid seratus kali, didasarkan 
pada firman Allah swt dalam QS An-Nuur/24: 2. 
                               
                        
         
Terjemahnya:  
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.22 
Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina, baik 
perempuan maupun laki-laki yang sudah akil baligh, merdeka dan tidak muhsan 
wajib didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas dosa dan maksiat yang telah 
diperbuatnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak 
dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggaran-pelanggaran 
hukum itu untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam 
agama Allah. 
Hukuman dera hendaklah dilaksanakan oleh yang berwajib dan dilakukan di 
tempat umum, sehingga dapat disaksikan oleh orang-orang banyak dengan maksud 
                                                          
22Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 114.  
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supaya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapat 
pelajaran. Mereka diharapkan dapat menahan dirinya dari berbuat zina supaya tidak 
dijatuhi hukuman dera yang menyakitkan dan memalukan itu.23 
Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan QS An-Nuur/24: 33 menyatakan 
dengan jelas bahwa pekerjaan menjadi mucikari yang memanfaatkan dan 
memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi hukumnya adalah haram, sebagaimana 
ditegaskan Allah swt dalam QS An-Nuur/24: 33. 
                               
                    
                             
                                 
       
Terjemahnya:  
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, 
sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak 
yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian 
dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah 
kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. 
Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, 
sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari 
keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada 
mereka) sesudah mereka dipaksa itu.24 
                                                          
23Hamzah Hasan, Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal, h. 97-99. 
24Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 549.   
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Allah swt. menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi 
demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tujuan ditetapkan sanksi atau hukuman 
adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan memelihara dari hal-hal yang 
tidak diinginkan. Tujuan hukuman tampaknya sangat kejam, karena berfungsi sebagai 
alat efek jera bagi masyarakat. 
Menetapkan suatu hukum dapat dilihat dari tujuan atau sasaran perkara 
tersebut dan sesuatu yang bertujuan untuk membawa kepada hal-hal yang baik atau 
buruk atau halal dan haram. Internet sebagai sarana perantara atau pengantar 
munculnya penyakit kejahatan seksual bahkan pengantar pada kejahatan zina pada 
prostitusi online yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral. 
Prostitusi telah menjadi benalu di muka bumi dan membuat kerusakan bagi 
orang lain dan untuk dirinya. Orang-orang yang melanggar perintah atau larangan 
Allah maka orang tersebut telah melakukan perbuatan tercelah dan dianggap telah 
melakukan tindak kejahatan, sehingga harus dijatuhi hukuman atas perbuatan yang 
dilakukan. Sebab, pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar hukum bertujuan agar 
para pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera bagi para 
pelaku kejahatan. Sehingga sudah seharusnya para pelaku prostitusi online dijatuhkan 
sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 
Dalam hukum Islam, zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan 
pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat sesuai dengan kadar yang telah 
ditentukan, baik hukuman dera maupun hukuman rajam. Pelaku zina dihukum dengan 
hukuman rajam dengan dilempari batu sampai meningggal dan disaksikan banyak 
orang, jika pelaku muhsan. Hukuman ini hanya dapat dilakukan apabila zina terbukti 
dengan pasti melalui empat orang saksi yang dapat dipercaya. Orang muslim yang 
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saleh dan dibuktikan pada satu waktu bahwa mereka melihat si pelaku zina benar-
benar melakukan perbuatan tersebut. Jika ada keraguan walaupun sedikit dalam 
pernyataan seorang saksi, maka akan meringankan hukuman si pelaku zina sebagai 
tertuduh. Bukti lain atas dosa tertuduh adalah dalam bentuk pengakuan terdakwa 
sebanyak empat kali, yang diberikannya secara suka rela. Apabila terdakwa 
mengucapkan pengakuan tiga kali, tetapi mencabut kembali pada pengakuan yang 
keempat kalinya, maka ia tidak boleh dirajam. Seseorang yang mengakui 
kejahatannya harus sehat akalnya, balig, dewasa dan telah menikah. Jika pelaku 
ghairu muhsan, maka akan dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum 
tersebut, maka pelaku muhsan seharusnya lebih menjaga diri untuk melakukan 
perbuatan tercela. Kedua macam zina tersebut sangat dicela oleh Islam dan tidak 
boleh diberi belas kasihan.  
Kejahatan prostitusi online tidak diatur dalam al-Qur’an, tetapi untuk pekerja 
seks komersial, mucikari dan pengguna jasa prostitusi telah jelas diatur dalam ayat-
ayat di atas. Akan tetapi, bagi pihak lain yang terlibat dalam dunia prostitusi yaitu 
pemilik website dan pemilik server tidak diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 
Namun, pemilik website dan server tersebut tidak akan lepas dari hukuman, Islam 
dapat menjeratnya dengan hukuman ta’zir. 
Ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Ta’zir secara 
harfiah berarti membinasakan pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. 
Dalam ta’zir, hukuman itu tidak diterapkan dengan ketentuan hukum dan hakim 
diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan 
dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan 
pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial 
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dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan 
pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-
Undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang 
mengganggu kehidupan, harta serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat. 
Struktur umum hukum pidana kaum muslimin masa kini (al-Siyasah al-
Syar’iyah) didasarkan pada prinsip ta’zir. Dengan kata lain bentuk ta’zirat yang 
dikenakan oleh hakim itu sendiri, baik untuk pelanggaran yang hukumannya tidak 
ditentukan, ataupun bagi prasangka yang dilakukan terhadap tetangga. Hukuman itu 
dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.25 Jadi 
dapat didefinisikan bahwa ta’zir merupakan hukuman yang sangat disiplin atau 
disipliner karena tindak kejahatan, namun tidak ada ketetapan hadd ataupun kaffarat 
(pencegahan, penekanan atau larangan) didalamnya. 
Pelaksanaan hukuman ta’zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh 
nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, 
hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau pemerintah. Oleh karena itu, 
pemilik website dan pemilik server dapat dikenakan hukuman ta’zir karena dianggap 
sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan 
syariat Islam. Tentu praktek prostitusi online telah mengganggu kelima tujuan syariat 
Islam. Orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan 
membuat seseorang menjadi miskin karena tarif transaksi prostitusi online terbilang 
sangat mahal.  
 
                                                          
25Abdur Rahman I. Doi, Hudud dan Kewarisan: Syari’ah II, Edisi I (Cet. I; Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 1996), h. 15-16.  
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Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya 
untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. 
Dengan demikian, syari’at memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar 
kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada para pelaku kejahatan. 
Dalam menetapkan jarimah ta’zir, prinsip utama yang menjadi acuan 
penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota 
masyarakat dari segala bahaya. Disamping itu, penegakan jarimah ta’zir harus sesuai 
dengan prinsip syar’i, yaitu dengan hukuman yang dimulai dari hukuman yang paling 
ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberikan wewenang untuk 
memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan 
keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta’zir antara lain 
hukuman mati, hukuman jilid (dera), hukuman penjara, hukuman salib dan hukuman 
moral.26  
Hukuman atas tindak pidana juga dapat dikategorikan dalam empat hal yaitu 
pertama, hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, hukuman 
cambuk dan rajam sampai mati. Kedua, membatasi kebiasaan, meliputi hukuman 
penjara atau mengasingkan pelaku kejahatan. Ketiga, membayar denda. Keempat, 




                                                          
26Ahmad Rosyadi, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia”, h. 55-58. 






A. Kesimpulan  
1. Transaksi prostitusi online adalah transaksi atau penjualan jasa seksual 
melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang atau imbalan. 
Proses terjadinya prostitusi merupakan praktek prostitusi yang biasa dilakukan 
di pinggiran jalan ataupun ditempat prostitusi bahkan dapat dilakukan melaui 
media sosial. 
Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pelacuran yaitu menimbulkan dan 
menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak 
terdapat ialah merusak sendi kehidupan keluarga, merusak sendi-sendi moral, 
susila, hukum, dan agama. Yang paling utama menggoyahkan norma 
perkawinan, Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain, dan lain-
lain. 
2. Dalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya 
dikenakan sanksi yang sangat berat, baik itu hukum dera atau cambuk 100 
kali maupun hukuman rajam sebagaimana dalam QS An-Nuur/24: 2. 
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam pasal 27 yang 
berisikan tentang perbuatan yang dilarang, khususnya pasal (1) tentang 
muatan yang melanggar kesusilaan dapat dijerat dengan pasal 45 ayat (1) 







Harapan peneliti agar skripsi ini menjadi bahan kecil dari upaya untuk 
mengetahui hukum prostitusi online di Indonesia, baik menurut Undang-Undang No. 
11 Tahun 2008 dan hukum Islam. Untuk mencegah semakin maraknya prostitusi, 
sebaiknya para penegak hukum atau lembaga penegak hukum lebih mengontrol situs 
yang berbau porno dan situs yang menyediakan pekerja seks komersia (PSK) agar 
dapat ditindak lanjuti secara tegas menurut hukum yang berlaku dan diberikan sanksi 
yang berat sesuai dengan perbuatannya. Dan sebaiknya para pekerja seks komersial 
diberikan pelatihan atau modal sebagai bekal untuk membuka lapangan pekerjaan 
yang baru dibandingkan mereka harus menjual diri atau bergabung dengan situs 
penyedia prostitusi online. 
Kepada seluruh masyarakat, sebaiknya membantu pemerintah untuk 
mencegah berbagai macam tindak pidana kesusilaan khusunya bisnis prostitusi. 
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